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ABSTRAK

MARI PATUN HASANAH. Pengaruh Kinerja Keuangan
Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja
Modal sebagai Pemoderasi di Provinsi Lampung tahun 2018-2023

Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan
perekonomian daerahnya dilakukan untuk memanfaatkan potensi
daerah melalui peningkatan pendapatan daerah. Untuk mengevaluasi
akuntabilitas suatu organisasi/instansi dan pengelola dalam pelayanan
publik yang lebih luas, pengukuran Kinerja harus lebih dari sekedar
memperlihatkan bahwa dana publik sudah digunakan dengan efektif
dan efisien Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dengan adanya
kinerja yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja
keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dimoderasi oleh
Alokasi Belanja Modal. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan
menggunakan moderated regression analysis (MRA) yang diolah
dengan softwere Eviews versi 12. Penelitian ini menggunakan data
sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode
dokumenter serta menggunakan teknik sampel jenuh sehingga
diperoleh 90 sampel yang terdiri dari 2 Kota dan 13 Kabupaten di
Provinsi Lampung pada tahun 2018-2023.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa di moderasi
alokasi belanja modal, rasio kemandirian berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi rasio
efektivitas dan rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu variabel alokasi belanja
modal tidak dapat memoderasi hubungan rasio kemandirian, rasio
efektivitas PAD dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio
Efisiensi, Alokasi Belanja Modal
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ABSTRACT

MARI PATUN HASANAH. The Effect of Regional Financial
Performance on Economic Growth with Capital Expenditure
Allocation as Moderator in Lampung Province in 2018-2023

The ability of local governments to improve their local economy
is carried out to utilize regional potential through increased regional
income. To evaluate the accountability of an organization / agency
and manager in broader public services, performance measurement
must be more than just showing that public funds have been used
effectively and efficiently Economic growth can increase with good
performance.

This research aims to determine the effect of financial
performance on economic growth and is moderated by Capital
Expenditure Allocation. This research is quantitative using moderated
regression analysis (MRA) processed with Eviews software version 12.
This study uses secondary data with data collection techniques using
documentary methods and using saturated sample techniques so that
90 samples are obtained consisting of 2 cities and 13 districts in
Lampung Province in 2018-2023.

The results of this study indicate that without moderation of
capital expenditure allocation, the independence ratio has a positive
and significant effect on economic growth. However, the effectiveness
ratio and efficiency ratio have a negative and significant effect on
economic growth. Meanwhile, the capital expenditure allocation
variable cannot moderate the relationship between the independence
ratio, the PAD effectiveness ratio and the efficiency ratio on economic
growth.

Keywords: Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Efficiency
Ratio,Capital Expenditure Allocation
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian Transliterasi Arab Latin merupakan salah satu
program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan Litbang Agama.
Yang pelaksanaanya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk
mencapai hasil rumusan yang lebih baik,hasil penelitian itu di bahas
dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran
para ahli agar dapat di jadikan bahan telaah yang berharga bagi forum
seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab Latin memang dihajatkan oleh bangsa
Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan Kitab
Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), sementara
bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan
bahasanya. Karena Ketiadaan pedoman uang baku,yang dapat di
pergunakan untuk umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas
bangsa Indonesia,transliterasi Arab Latin yang terpakai dalam
masyarakat banyak agamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah
Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha
menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secaraNasioanal.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah
di bahas beberapa makalah yang disajikan oleh para Ahli, yang
kesemuanayamemberikan sumbangan yang besar bagi usaha kearah itu.
Seminar itu juga membentuktim yang bertugas merumuskan hasil
seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar
yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab Latin
Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan, M.A, 2)
Ali Audah 3) Prof. Gazali Dunai 4) Prof.Dr.H.B.Jassin,dan 5)
Drs.Sudarno, M.Ed.

Dalam pidato pengarahan Tanggal 10 Maret 1986 pada seminar
tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu
mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu
pengetahuan, khususnya llmu Pengetahuan Keislaman, sesuai
dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
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2. Pertemuanini merupakan tanggapan langsung terhadap
kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan 1V
tentang perlunya peningkatan pemahaman,penghayatan, dan
pengalaman agama bagi setiap umat beragama,secara ilmiah
dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang bakutelah lama di
dambakan karena sangat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran
dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak
Semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karenaitu,
pertemuan ilmiah yang diadakan kali inipadadasarnya juga merupakan
upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan
beragama,khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama,dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama
dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, sangat
memerlukan pedoman yang baku tentang Transliterasi Arab-Latin yang
dapat di jadikan acuan dalam penelitian dan pengalih huruf an, dari
Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui
bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang
berbeda- beda, Usaha penyeragamannya sudah pernah di coba, baik
oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang
bersifat menyeluruh,dipakai oleh seluruh umat islam di Indonesia. Oleh
karena itu dalam usah amencapai keseragaman,seminar menyepakati
adanya pedoman Transliterasi Arab Latin baku yang dikuatkan denagan
suatu Surat Keputusan Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan untuk di gunakan secara Nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufandari abjad yang
satuke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-
huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab - Latin ini di susun dengan
prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.

XV



2.

3.

Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin
dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda
diakritik, dengan dasar "satu fenom satu lambang".

Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat
umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab - Latin
Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi

Arab -

1.

©OoN RN

[ BN
o

Latin ini meliputi:

Konsonan

Vokal (tunggal dan rangkap)

Maddah

Ta'marbutah

Syaddah

Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)
Hamzah

Penulisan kata

Huruf kapital

. Tajwid

Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam
sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam
transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan
huruf latin.

Huruf | Nama Huruf Latin Keterangan
Arab

| Alif Tidak Tidak dilambangkan

dilambangkan

<@ Ba B Be

< Ta T Te

& Sa $ Es (dengan titik di

atas)
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z Jim J Je
z Ha h Ha (dengan titik di
bawah)
z Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zal 7 Zet (dengan titik di
atas)
D Ra R Er
J Za Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan Ye
o= Sad S Es (dengan titik di
bawah)
o= Dad d De (dengan titik di
bawah)
L Ta t Te (dengan titik di
bawah)
L Za z Zet (dengan titik di
bawah)
& Ain ‘ Koma terbalik (di
atas)
¢ Gain G Ge
< Fa F Ef
3 Qaf Q Qi
< Kaf K Ka
J Lam L El
2 Mim M Em
o Nun N En
) Wawu W We
3 Ha H Ha
s Hamzah ‘ Apostrof
s Ya Y Ye
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2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang
terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap

atau diftong.

1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda
atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin | Nama
Fathah A A
..... Kasrah | I
Dhammah U U

2) Vokal Rangkap
Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya
berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin | Nama
. s fathah  dan | Ai adani
ya
.5 fathah  dan | Au adanu
wawu
Contoh:
Qs - kataba
Jas - fa’ala
N - zukira
Cib - yazhabu
dis - su’ila
s - kaifa
Jdsa - haula
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat
huruf

dan

Nama

Huruf
tanda

dan

Nama
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I Fathah dan alif | A a dan garis di
atau ya atas
T Kasrah dan ya I i dan garis di
atas
.5 Hamzah dan | U u dan garis di
wawu atas
Contoh:
Jé - qala
=0 - rama
Js - qila
. Ta’marbutah

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua:

1. Ta’marbutah hidup
Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah,
kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’marbutah mati
Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir denagn ta’marbutah diikuti oleh
kata yang menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua
kata itu terpisah maka ta’marbutah itu ditransliterasikan

dengan ha(h).
Contoh:
JakYi =35 - raudah al-atfal
-raudatulatfal
§55all &l - al-Madinah al-Munawwarah
-al-Madinatul-Munawwarah
ik - talhah
Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalamt ulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam
transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan
huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda
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syaddahitu.

Contoh:
G5 - rabbana
05 - nazzala
Sl - al-birr
&l - al-hajj

Kata Sandang (artikel)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitud' namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di
bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti
kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan
sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
Jao - ar-rajulu
) - as-sayyidu
Gl - as-Syamsu
Al - al-galamu
&l - al-badi’u
J Al - al-jalalu
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7. Huruf hamzah
Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak
di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata,
isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

B - ta’khuziina
¢ 3 - an-nauw’
Bl - syai’un

ol - inna

&l - umirtu

i - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain
karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka
transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga
dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:
G 5 s :
Wainnallahalahuwakhairar-raziqin

Wainnallahalahuwakhairarrazigin

&) Sl s JKH 8515 - Wa auf al-kaila wa-almizan

- Wa auf al-kaila wal mizan
BAENFENE - Ibrahim al-Khalil

- Ibrahimul-Khalil
Ll yas W Hae dl ale - Bismillahimajrehawamursaha
St 4l ¢ Wil pa el Za A e 3 - Walillahi “alan-

nasi hijju al-baiti
manistata’a ilaihi
sabila

- Walillahi ‘alan-
nasi hijjul-baiti
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manistata’a ilaihi

sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak
dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.
Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal

kata sandangnya.
Contoh:
BEERYCECIPY - Wa ma Muhammadun illa rasl
il e Bl g i 051 &) - Inna
ok iy

awwalabitinwudi’alinnasilallazibibakkatumubarakan
SoAl 4 O il aman s - Syahru Ramadan al-lazi unzila

fih al-Qur’anu
- Syahru Ramadan al-lazi unzila
fthil Qur’anu

i) 3830 81 3l - Walagadra’ahubil-ufuq al-mubin
- Walagadra’ahubil-ufugil-mubin
Sl ) Gy dl sl - Alhamdulillahirabbil al-‘alamin

- Alhamdulillahirabbilil ‘alamin

Penggunaan huruf awal capital hanyauntuk Allah bila
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau
tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau
harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.
Contoh:

Gl 8 &g Al (e il - Nasrunminallahiwafathungarib
Giea 3y & - Lillahi al-amrujami’an

- Lillahil-amrujami’an
gle e s 0K a5 - Wallahabikullisyai’in ‘alim
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10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam
bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian
pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman
Tajwid.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dengan adanya
kinerja yang baik. Pertumbuhan ekonomi sangat penting guna
memeroleh kesejahteraan rakyat suatu negara. Menurut Sukirno
(2008:423) pertumbuhan ekonomi merupakan seberapa jauh
aktivitas ekonomi dalam jangka waktu tertentu bisa meningkatkan
pendapatan masyarakat. Adanya kegiatan ekonomi yang semakin
berkembang sehingga masyarakat memproduksi barang dan jasa
secara kontinuitas dan ditandai dengan Produk Domestik Bruto
(PDRB) yang semakin meningkat pada suatu daerah dan kurun
waktu tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi menjadi ciri-ciri
pembangunan ekonomi. PDRB pertumbuhan ekonomi dan menjadi
tolak ukur keberhasilan atau indikator dalam pembangunan
ekonomi (Tanjungpura, 2022).

Pertumbuhan Ekonomi Pertahun (dalam
%)

20

0 4227%@W98881
2018 2019 > 4 2021 2022 2023

-20

Sumber : Badan Pusat Stastistik, Provinsi Lampung, 2023, diolah

Di  Provinsi Lampung, PDRB  masing-masing
pemerintah daerah menunjukkan peningkatan yang berbeda dari
tahun 2018 hingga 2023. Menurut BPS pertumbuhan PDRB di
Provinsi Lampung dalam rentan waktu 2018-2023 mengalami
perubahan yang drastis dan tidak stabil. Pada tahun 2020 PDRB
menurun mencapai -5,9 % dan kembali meningkat sedikit demi
sedikit di tahun 2021 dan 2022. Hal itu menunjukkan bahwa
kemampuan pengelolaan keuangan memainkan peran yang penting
dalam meningkatkan PDRB suatu daerah.

Faktor yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi
suatu daerah salah satunya adalah pengelolaan keuangan pemerintah



yang dilakukan dengan baik. Kemajuan suatu daerah dipengaruhi
oleh adanya tata kelola pemerintah yang baik. Dengan adanya UU
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan UU No. 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dituntutn
untuk mengelola keuangan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pengelolaan keuangan daerah disebut juga dengan kinerja
keuangan pemerintah. Kinerja keuangan pemerintah merupakan
bentuk upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan dan
memanfaatkan potensi keuangan daerah. Peningkatan ekonomi
daerah terjadi jika kinerja atau pengelolaan keuangan yang baik dan
maksimal. Kinerja keuangan daerah merupakan perwujudan dari
sebuah output kerja dalam ranah keuangan yaitu jumlah uang yang
diterima dan dibelanjakan olen pemerintah dengan menerapkan
beberapa indikator dalam keuangan yang telah ditetapkan oleh
kebijakan atau undang-undang dalam periode penganggaran
(Amin, 2015).

Adapun pengukuran terhadap kinerja merupakan suatu
upaya guna mempertahankan dan meningkatkan prestasi pekerjaan
dan pelayanan pegelola. Hal tersebut dapat membantu pemerintah
dalam menetapkan tingkat pencapaian visi misi dan masyarakat
bisa mengevaluasi pelayanan pemerintah apakah sebanding dengan
dana yang dialokasikan untuk mereka (Ulum, 2012:20). Dengan
kata lain, kinerja keuangan suatu wilayah dinilai baik apabila
pengalokasiannya dilakukan dengan baik dan sesuai dengan
kebutuhan. Bagaimana suatu organisasi dapat mencapai hasil (out
come) yang maksimal sesuai dengan visinya.

Sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan
masyarakat disebut keuangan publik, terlepas dari apakah itu yang
diatur oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Kebijakan yang
berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran dan utang pemerintah
dikenal sebagai ‘“kebijakan fiskal”. Istilah ini dipakai untuk
menggambarkan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan
keuangan publik (Rosidin, 2017).
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Untuk  meningkatkan  kemaslahatan umat dan
memastikan kebutuhan dan kemakmuran generasi berikutnya,
Islam menekankan bahwa keuangan publik harus dikelola dengan
sebaik mungkin untuk mencapai kesejahteraan yang bersumber
darinya (Farhadi Arifiansyah, dkk 2022). Kebijakan negara dalam
mencapai aspek tujuan kesejahteraan publik maupun nonpublik
haruslah berjalan seimbang. Dengan adanya manajemen keuangan
yang baik, maka pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah bisa
makin naik. Adapun pertumbuhan ekonomi merupakan komponen
penting dari keberhasilan pembangunan. Kemampuan pemerintah
daerah dalam meningkatkan perekonomian daerahnya dilakukan
untuk memanfaatkan potensi daerah melalui peningkatan
pendapatan daerah. Pengelolaan anggaran daerah adalah komponen
penting yang perlu diatur dengan cermat, dan pemerintah harus
memperhatikannya. Untuk mengevaluasi akuntabilitas suatu
organisasi/instansi dan pengelola dalam pelayanan publik yang
lebih luas, pengukuran kinerja harus lebih dari sekedar
memperlihatkan bahwa dana publik sudah digunakan dengan
efektif dan efisi en (Muhajirin, 2019).

Dalam perspektif Islam, kinerja didefinisikan sebagai
kesuksesan individu atau kelompok organisasi dalam
menyelesaikan tugas yang diberikan. Seberapa jauh keberhasilan
seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan tugas tersebut
dikenal sebagai "level kinerja", dan orang yang mempunyai tingkat
Kinerja yang tinggi dianggap produktif, dan orang yang memiliki
tingkat kinerja yang rendah dianggap tidak produktif atau
berkinerja rendah. Allah SWT mendefinisikan kinerja sebagai
tingkat keberhasilan. Allah berfirman mengenai kinerja dalam Q.S
Al-Ahgaf ayat 19 sebagai berikut :

w}/"i‘/’ = A T O B AR PP RN
‘_/}ib oy B ks o ("@'é)'rb kel a2) Opallasy
Artinya : “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan

apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan
balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.”



Menurut tafsir as-Sa’adi atau Syaikh Abdurrahman bin
Nashir as-Sa’adi (pakar tafsir abad 14 H) menyebutkan bahwa
“Dan bagi masing-masing mereka,” dari orang-orang yang baik
dan orang-orang yang jahat, “derajat-derajat menurut apa yang
telah mereka kerjakan.” Artinya, masing-masing berdasarkan
derajatnya dalam kebaikan dan kejahatan, tempat mereka di akhirat
adalah berdasarkan amalan mereka. Karena itulah Allah berfirman,
“Dan agar Allah memcukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” Keburukan
mereka tidak ditambah sedikit pun dan kebaikan mereka tidak
dikurangi sedikit pun.

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasannya Allah SWT
akan memberikan pembalasan atas semua tindakan manusia, tidak
peduli apa yang mereka lakukan. Ini berarti bahwa apabila orang
melakukan sebuah tindakan atau perilaku dengan baik dalam
bekerja dan memiliki Kkinerja yang baik untuk organisasinya,
sehingga mereka nantinya menerima hasil yang sesuai dengan
sesuatu yang dilakukannya dan memberi keuntungan bagi
organisasi (Eni, 1967).

Kinerja keuangan suatu wilayah dinilai baik apabila
pengalokasiannya dilakukan secara maksimal dan sesuai
kebutuhan. Sejumlah rasio, termasuk rasio cakupan layanan
departemen, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, rasio efisiensi,
rasio desentralisasi, dan rasio kemandirian keuangan daerah, dapat
digunakan untuk menilai Kkinerja keuangan. Namun, rasio
kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi
adalah fokus penelitian ini dalam pengujian pertumbuhan ekonomi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)
menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai
sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi
sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Adapun Rasio
Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam
merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan
target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin
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tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah
daerah. Sementara pengertian rasio Efisiensi merupakan rasio yang
menunjukkan perbandingan dari total realiasi pengeluaran
pemerintah (belanja daerah) dalam periode tertentu dengan
realisasi penerimaan pendapatan.

Pengelolaan keuangan atau kinerja keuangan pemerintah
dapat dilihat dengan bagaimana pemerintah dapat mengelolanya
dengan baik salah satunya dengan pengalokasian belanja modal
yang sesuai kebutuhan. Alokasi belanja modal bisa didefinisikan
sebagai dana yang dimanfaatkan untuk membeli aset yang
memiliki manfaat selama satu periode akuntansi bahkan lebih.
Ketika biaya dipakai untuk meningkatkan aset milik pemerintah
daerah, biaya tersebut dianggap sebagai belanja modal. (Hidayati,
2012). Belanja modal yang dimanfaatkan untuk pengadaan atau
pembanguanan aset tetap yang nilainya relatif material untuk
mendukung kegiatan pemerintah. Peralatan, tanah, gedung, mesin,
jalan, irigasi, dan jaringan adalah beberapa aset tetap yang
dipergunakan guna pengadaan aset tetap yang biasanya digunakan
oleh pemerintah. Belanja modal dialokasikan sesuai kebutuhan
infrastruktur daerah, seperti sarana dan prasarana umum, dan
kemampuan pemerintah untuk beroperasi secara desentralisasi.
Komponen dari belanja daerah atau belanja langsung disebut
belanja modal. Penggunaan alokasi belanja modal yaitu guna
mendukung pembangunan di daerah yang berkelanjutan dan
pengadaan aset tetap. Anggaran yang tepat dialokasikan dengan
fokus pada pertumbuhan ekonomi, yang pada nantinya
menghasilkan kesejahteraan masyarakat (Aditya, 2018).

Prinsip dasar pengelolaan menurut Ibnu Taimiyah
adalah bahwa pendapatan masyarakat dan harus digunakan demi
memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan Allah.
Ketika uang masyarakat dibelanjakan, hal-hal yang paling penting
harus diprioritaskan. Dalam konsep ekonomi Islam, Huda
berpendapat bahwa penentuan skala prioritas dan pengeluaran
negara harus sesuai dengan syari'iyyah (Mubarok & Parmono,



2017). Allah SWT. berfirman dalam Q.S Al-Hasyr (59):7 sebagai
berikut.

:5/( Yy ‘/in.l ﬁjs 5 R g@‘ﬁ\ iilg....
Artinya : “...supaya harta itu jangan hanya beredar diantara
golongan kaya diantara kamu”.

Berdasarkan potongan ayat tersebut terdapat kata daulah
yang bermakna pendistribusian harta dan terkait dengan petunjuk
Allah SWT. bagaimana pengelolaan kekayaan untuk mencapai tata
kelola sosial. Kekayaan (dalam hal ini anggaran) harus
didistribusikan kepada semua kelompok masyarakat dan bahwa
kekayaan tersebut tidak boleh terbatas hanya dari golongan orang
kaya saja. Artinya anggaran harus merata ke masyarakat sesuai
kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Anggaran pemerintah
harus terealisasi dengan maksimal kepada masyarakat (Rijalul
Fikri Et Al., 2018).

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merujuk
pada anggaran keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah
daerah. Semua uang yang diterima dan dikeluarkan dicatat dan
diawasi. Provinsi Lampung memiliki PAD kabupaten/kota berikut:

Tabel 1.1 Perolehan PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi

Lampung
N Kab/Kota PAD (dalam Miliar Rupiah)
0. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1. | Kota Bandar 788,8 | 833,4 | 1.130 [ 991,5| 800 | 800
Lampung 8 3 1 8
2. | Kota Metro 136,3 | 142,6 | 178,4 | 216,7 | 841,6 | 235,2
9 2 7 7 1 1
3. | Kab. Lampung 218,3 | 260,6 | 334,7 | 289,8 | 800 | 357,7
Selatan 8 5 5 4
4. | Kab. Lampung 153,9 | 179,3 | 210,8 | 192,8 | 221,1 | 259,0
Tengah 7 7 6 4 2 8
5. | Kab. Lampung 153,9 | 139,3 | 153,3 | 329,2 | 220,4 | 211,4
Timur 7 5 2 3 6
6. | Kab. Lampung 45,15 | 58,16 | 65,73 | 69,54 | 73,66 | 65,65




Barat
7. | Kab. Lampung 133,2 | 170,3 | 119,7 | 122,2 | 83,44 | 143,1
Utara 3 1 7 9
8. | Kab. Pesawaran 59,84 | 68,58 | 73,22 | 77,33 | 136,8 | 168,6
8 9
9. | Kab. Mesuji 41,03 | 38,9 | 47,21 | 50,66 | 56,95 | 65,47
10 | Kab. Pesisir Barat 28 | 30,17 | 41,77 | 61,09 | 76,94 | 97,39
11 | Kab. Pringsewu 82,53 88 | 118,3 | 128,0 | 132,6 | 128,7
. 1 1 7
12 | Kab. Tanggamus 83,87 191,93 | 117,8 | 131,1 | 128,0 | 104,6
. 7 1 6
13 | Kab. Tulang 103,0 | 97,32 | 102,3 | 110,9 | 135,6 | 137,6
. | Bawang 1 8 7 6 9
14 | Kab. Tulang 31,21 | 15,85 | 37,07 | 39,56 | 46,32 | 48,56
. | Bawang Barat
15 | Kab. Way Kanan | 52,57 | 54,27 | 59,8 | 62,84 | 78,6 | 82,8

Total 2112, | 2268, | 2791, | 2873, | 3832, | 2906,
03 91 16 63 26 26

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id diolah 2024

Informasi yang diperoleh dari Direktorat Jendral
Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rl menunjukkan bahwa setiap
tahunnya mengalami peningkatan yang baik. Namun pada tahun
2023 penerimaan PAD cenderung menurun dari periode
sebelumnya. Dalam Realisasi APBD Provinsi Se-Indonesia Tahun
Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Lampung berada di peringkat
ketiga. Salah satu fenomena yang terjadi di pemerintahan Provinsi
Lampung adalah persentase efektif dan efisien pendapatan daerah
Lampung dari tahun 2018 hingga 2022 yang rata-rata baik dalam
hal penerimaan anggaran. Namun, banyak infrastruktur, seperti
jalan yang rusak, yang belum diperbaiki, telah menuai kritik dan
membuat presiden Jokowi juga berkunjung ke daerah tersebut.
Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dianalisis




dan dievaluasi guna mencapai keberhasilan pengelolaan keuangan
suatu daerah. Ini diperlukan karena hasil pengukuran ini dapat
memberi pengelola keuangan daerah perspektif tambahan untuk
meningkatkan kualitas keuangan mereka (Karlinda et al., 2021).
Dilansir juga dalam laman https://news.republika.co.id/,
bahwa pada tahun 2022 realisasi dari belanja APBD Provinsi
Lampung berada di peringkat ke-3 bila dibandingkan dengan rata-
rata provinsi se-Indonesia. Menurut Peraturan Gubernur (Pergub)
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 57
Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD tahun 2022, yang
ditetapkan pada 13 April 2022 bahwa di tahun 2022 belanja Provinsi
Lampung mencapai 7 triliun rupiah. Berikut rincian penggunaan
APBD Lampung tahun 2022.
Tabel 1.2 Rincian Penggunaan APBD Lampung Tahun 2022

Belanja Operasional 4,2 Belanja Modal 1,46 triliun
Triliun
Biaya Pegawai 2 Triliun Tanah 70 juta
Biaya Barang dan | 1,66 Peralatan dan | 180,29
Jasa Triliun mesin miliar
Biaya Bunga 25,49 Gedung dan | 282,33
miliar bangunan miliar
Hibah 504,45 jalan, jaringan, dan | 975,47
miliar irigasi miliar
Bantuan Sosial 9,42 miliar | aset tetap lainnya | 26,93
miliar
modal aset | 3,2 miliar
tambahan

Berdasarkan rincian penggunaan APBD tahun 2022 di atas,

maka dapat diketahui terdapat defisit anggaran dalam APBD senilai
Rp 453,61 miliar dari total realisasi belanja APBD tersebut.
Gubernur Lampung yaitu Bapak Arinal Djunaidi, mengakui bahwa
infrastruktur jalan provinsi tersebut terus mengalami masalah
dikarenakan anggaran yang kurang.


https://news.republika.co.id/

Gambar 1.1 Rata-rata Belanja Modal Provinsi Lampung Tahun
2018-2023
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Gambar di atas menunjukkan bahwa rata-rata realisasi
belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari 2018 hingga
2023 mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya selama
periode waktu tertentu. Pada tahun 2018 realisasi belanja modal
313.89 M dan pada tahun 2019 meningkat sedikit menjadi 330.95 M.
Akan tetapi pada tahun 2020 hampir semua tiap wilayah mengalami
penurunan karena Covid, belanja modal menurun hingga 282.24 M.
Terjadi peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan tahun
sebelumnya, yaitu mencapai 1426.49. di tahun 2022 dan 2023
memperoleh 1467.86 dan 1401.81 di tahun 2023.

Dalam web resmi Pemprov Lampung
https://lampungprov.go.id/ menyebutkan bahwa Berdasarkan data
yang dikumpulkan oleh Bappeda provinsi Lampung tentang Capaian
Kinerja provinsi Lampung 2018-2022, ada 1.693,273 km jalan yang
berada di bawah kendali provinsi, terdiri dari 99 ruas jalan (16
korido), tersebar di 15 kabupaten/kota di seluruh provinsi, seperti
yang ditunjukkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor
G/243.a/111.09/H/2016. Terkait dengan kemantapan jalan provinsi di


https://djpk.kemenkeu.go.id/
https://lampungprov.go.id/
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Provinsi Lampung, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 yang
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019
tentang RPMJ Provinsi Lampung, menetapkan target kemantapan
jalan provinsi pada tahun 2022 sebesar 76% dengan target capaian
akhir pada tahun 2022 sebesar 76,85%. Daftar jalan di Provinsi
Lampung yang perlu diperbaiki dan sedang dalam proses perbaikan
pada tahun 2023 adalah sebagai berikut (Pemprov Lampung, 2023) :
Tabel 1.3 Daftar Ruas Jalan

No. Jalan Kab/kota

1. | Ruas Simpang Soponyono —
Serupa Indah

Kab. Way Kanan

2. | Ruas Simpang Trimulyono Kab. Lampung Barat

3. | Kotabumi-Ketapang Kab. Lampung Utara

4. | Ketapang Negara Ratu Kab. Lampung Utara

5. | Negara Ratu-Simpang | Kab. Lampung Utara
Soponyono

6. | Ruas Talang Padang- Ngarip | Kab. Tanggamus

7 Ngarip-Ulusemong Kab. Tanggamus-Kab.

Lampung Barat

8. | Ulusemong-Simpang Kab. Tanggamus

Trimulyono

9. | Ruas Bujungtenuk- | Kab. Tulangbawang
Penumangan

10. | Penumangan-Tegalmukti Kab. Tulang Bawang Barat

11. | Serupa Indah-Tajap Kab.Way Kanan

12. | Ruas Kota Gajah-Simpang | Kab.Lampung Tengah
Randu

13. | Simpang Randu-Seputih | Kab.Lampung Tengah
Surabaya

14. | Seputih Surabaya-Sadewa Kab.Lampung Tengah

Penelitian terdahulu oleh (Yulinah, 2017) menunjukkan
bahwa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian
berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pertumbuhan
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Ekonomi. Selain itu pada penelitian sebelumnya oleh Sukarmi &
Budiasih (2016) menunjukkkan bahwa alokasi belanja modal secara
umum mendukung dan berpengaruh kuat dampak kinerja keuangan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Khususnya, korelasi antaralokasi
belanja modal dan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang
memengaruhi ketergantungan keuangan dan kemandirian keuangan.
Menurut riset yang dilakukan oleh H. A. Siregar (2016), selama
sepuluh tahun terakhir (2006-2015), Efektifitas keuangan berdampak
besar pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, namun tidak
dengan kemandirian fiskal dan efisiensi keuangan. Selain itu, pada
penelitian tersebut rasio alokasi belanja modal ini tidak dapat
digunakan sebagai variabel moderasi alasannya yaitu pengaruh rasio
belanja modal terhadap belanja daerah tidak memberikan pengaruh
yang kuat hubungan antara kemandirian keuangan daerah, efisiensi
PAD, dan efisiensi keuangan dengan pertumbuhan ekonomi.

Variabel alokasi belanja modal digunakan sebagai
pemoderasi dalam penelitian ini. Pemilihan variabel tersebut atas
dasar hasil riset terdahulu oleh Linawati & Solikah (2019)
menyebutkan kalau belanja modal bisa dijadikan  sebagai
pemoderator untuk variabel kinerja keuangan daerah. Akan tetapi
terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu Sandri et al (2016)
yang menghasilkan bahwa kinerja keuangan daerah tidak dimoderasi
oleh alokasi belanja modal. Penelitian ini mencoba meneliti secara
nyata bahwa variabel alokasi belanja modal itu bisa memperkuat
hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan Kinerja keuangan
daerah. Seperti yang dipaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi
dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, dalam penelitian ini, rasio
kemandirian daerah, efisiensi keuangan, dan efektivitas PAD
digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daereah.

Berdasarkan research gap di atas membuktikan bahwa
setiap variabel mempunyai pengaruh yang berbeda-beda dan itu
menjadi suatu celah dan tidak ada konsistensi hasil temuan dalam
penelitian. Oleh sebab hal itu, peneliti memiliki keetertarikan untuk
melaksanakan pengkajian lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini
merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, tentu saja dengan
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penyesuaian yang ada. Berdasarkan paparan sebelumnya

menunjukkan adanya permasalahan terkait kinerja keuangan

pemerintan  Provinsi Lampung sehingga penulis  memiliki

ketertarikan untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh

Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi di

Provinsi Lampung Tahun 2018-2023”

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa

hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung?

2. Apakah rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung?

3. Apakah rasio efisiensi berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi provinsi Lampung?

4. Apakah belanja modal dapat memoderasi rasio kemandirian
keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung?

5. Apakah belanja modal dapat memoderasi rasio efektivitas PAD
hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung?

6. Apakah belanja modal memoderasi rasio efisiensi terhadap
pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung ?

C. Batasan Masalah

Berikut ini batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Mengingat banyaknya indikator dalam Kkinerja keuangan
daerah, pada Hanya tiga indikator yang digunakan untuk
mengukur kemandirian fiskal, efektivitas PAD, dan efisiensi
keuangan dalam penelitian ini.

2. Mengingat banyaknya indikator dalam pertumbuhan ekonomi,
pada penelitian ini hanya menggunakan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) dalam pengukurannya.

3. Dalam riset ini rentan waktu yang diteliti yaitu tahun 2018-
2023
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian fiskal terhadap

pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung.

Untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap

pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung.

Untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi berpengaruh

terhadap Kinerja Keuangan Daerah provinsi Lampung.

Untuk mengetahui apakah belanja modal dapat memoderasi

hubungan antara rasio kemandirian keuangan daerah dengan

pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung.

Untuk mengetahui apakah belanja modal dapat memoderasi

hubungan antara rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan

ekonomi provinsi Lampung.

Untuk mengetahui apakah belanja modal dapat memoderasi

hubungan antara rasio efisiensi keuangan daerah terhadap

pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini semoga bisa menyumbangkan gagasan
untuk perkembangan keilmuan mengenai beberapa hal
yang dapat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi ,
Kinerja keuangan daerah, dan belanja modal.

b. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan bagi penelitian
berikutnya tentang cara kerja pemerintah dalam Kinerja
keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi serta belanja
modal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah
Dengan menggunakan sejumlah rasio yang
bertujuan guna mengevaluasi hasil kinerja keuangan dari
pemerintah daerah, diharapkan dengan adanya penelitian
ini nantinya akan bisa memberikan gambaran dan
pengetahhuan tentang komponen yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi. Rasio-rasio ini akan berfungsi
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sebagai alat yang dapat menjelaskan bagaimana
pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan Kinerja
keuangan daerah berinteraksi satu sama lain. Diharapkan
pemerintah daerah bisa menggunakan faktor-faktor ini
sebagai acuan dan landasan untuk menentukan seberapa
efektif mereka dapat meningkatkan Kkinerja keuangan
mereka
b. Bagi mahasiswa dan penelitian selanjutnya
Penelitian ini  bisa menambah rekognisi,
pengetahuan, dan minat dalam menentukan Karir bagi
mahasiswa di bidang akuntansi sektor publik secara
umum. Dapat dijadikan referensi atau acuan untuk
mengembangkan penelitian pada masa mendatang atau
periode selanjutnya.
E. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan adalah uraian penelitian yang
terstruktur. Adapun penelitian ini terdiri dari 5 bab utama dengan
sub-sub pembahasan yang menggambarkan keseluruhan proses dan
hail dari penelitian yang dilakukan penulis.
BAB | PENDAHULUAN
Bagian ini menjabarkan berbagai hal yang melatarbelakangi
penelitian mengenai kinerja keangan daerah, bagaimana rumusan
masalah yang hendak diselesaikan, tujuan diadakannya penelitian
dan manfaat penulisan penelitian di ranah akuntansi sektor publik
berfokus pada kinerja keuangan publik, serta sistematika
pembahasan yang urut berdasarkan pedoman penulisan yang telah
diberlakukan.
BAB Il LANDASAN TEORI
Teori-teori yang digunakan dalam penelitian kinerja
keuangan daerah dibahas dalam bab ini, baik grand theory maupun
ide-ide untuk masing-masing variabel, dikutip dari berbagai sumber.
Penjabaran ini dimulai dengan penjelasan tentang teori yang dipilih,
tinjauan literatur yang digunakan untuk membandingkan pembaruan
penelitian, kerangka berpikir yang menjelaskan jalan penelitian, dan
hipotesis.
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BAB I1l METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini memapaarkan dengan sistematis tentang
metodologi penelitian yang digunakan untuk memudahkan proses
pengumpulan data. Bab ini membahas jenis penelitian, metode, dan
penggunaan setting penelitian. Selain itu juga membahas populasi
dan sampel yang digunakan sebagai subjek penelitian, serta variabel
yang ditetapkan, yang masing-masing memiliki definisi operasional
yang relevan. Bab ini juga membahas cara mendapatkan data dan
menganalisisnya.
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memapaparkan topik penelitian, seperti
pembuktian hipotesis dan rumusan masalah yang lengkap, serta hasil
pengolahan data dan pembahasan, yang digambarkan dengan angka
atau grafik.
BAB V PENUTUP

Ringkasan dari  penelitian yang sudah dilaksanakan
tentang kinerja keuangan daerah, memberikan masukan yang
nantinya semoga berguna untuk evaluasi penelitian ini, dan
menjelaskan keterbatasan penelitian yang menjadi acuan untuk
penelitian di masa mendatang mengenai kinerja keuangan daerah di
sajikan pada bab ini.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Sesuai dengan hasil uji dan pembahasan yang telah di
paparkan, diperoh hasil sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah
yang diukur oleh Rasio Kemandirian memengaruhi
pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah
yang diukur oleh Rasio Efektivitas PAD mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi secara negatif dan signifikan.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan suatu
wilayah yang diukur melalui Rasio Efisiensi berdampak negatif
dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Belanja Modal
tidak dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah yang
diukur oleh Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Belanja Modal
tidak bisa memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah yang
diukur oleh Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Belanja Modal
tidak dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah yang
diukur oleh Rasio Efisiensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

B. Keterbatasan Penelitian
Adapun keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu
sebagai berikut:

1. Masih minim atau terbatasnya hasil riset terdahulu yang
mendukung mengenai moderasi Alokasi Belanja Modal
sehingga penulis mengalami  sedikit kesulitan dalam
menemukan rujukan dalam penelitian ini.

2. Hanya menggunakan sampel sebanyak 90 data yang berasal dari
13 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Lampung rentan waktu
2018-2023. Dengan demikian diupayakan agar penelitian
selanjutnya dapat lebih mengembangkan lagi untuk meneliti
Kab/Kota lain.
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C.

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini di ambil sebagian,

maka dari itu diharapkan peneliti berikutnya menambahkan
variabel lain yang dapat memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
karena hasil Uji Koefisien determiasi pada Adjusted R-squared
adalah 19,15% , dan 80,85% lainnya diperoleh dari variabel
yang tidak dipakai dalam penelitian ini.

Implikasi
1. Implikasi Teoritis

Mampu berkontribusi teoritis berupa wawasan ilmu
pengetahuan baru yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan
Daerah khususnya diukur melalui rasio kemandirian, rasio
efektivitas dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi
dengan alokasi belanja modal sebagai variabel moderasi.
Meskipun dalam penelitian ini tidak semua variabel
berpengaruh postif terhadap pertumbuhan ekonomi , namun
dapat dapat diketahui setidaknya bahwa Kinerja keuangan
daerah dengan rasio kemandirian dapat memengaruhi
pertumbuhan ekonomi dengan signifikan walaupun alokasi
belanja modal tidak dapat memoderasi hubungan antarvariabel
independen dan dependen.

D. Implikasi Praktis

Penelitian ini semoga dapat berimplikasi pada Kinerja

keuangan pemerintah agar dapat mengelola keuangan sesuai
kebutuhan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerahnya supaya lebih baik.
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